
PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO 
So/i,,aa 

Menimbang 

Mengingat 

PBRATURAJI BUPATI BOJOIIEGORO 
BOKOR 8 TABUll 2012 

TEJITANG 

PEDOIIIAli UM.lJ1l PEIIGGUXAAJII 
DAIIA BAGI HASD, CtlKAI BASU TBJIBAKATl 

DI KABUPATD BOJONJ!GORO 

DUGAN RAHIL\T TUBA1' YAlfG IIABA J!lSA 

BUPATI BOJOJIEGORO, 

bahwa dalam rangka kelancaran penggunaan Dana Bagi 
Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Bojonegoro, 
sesuai Peraturan Mentcri Keuangan Nomor 
20/PMK.07 /20-09 tentang Perubahan Atas peraturan 
Menteri keuangan Nomor 84/PMK.07 /2008 lentang 
l'enggunaan Dana Bagi HasiJ CuJcaJ basil Tembakau dan 
sanksi atas penyalahgunaan alokasi Dana Bagi Hasil 
Tembal<au, serta memperbatikan Peraturan Menteri 
Keuangan Nomor: 200/PMK.04/2008 tentang Tata Cara 
Pcmberian, Pembekuan dan Pencabutan Nomor Pokok 
Pengusaha Barang Kena Cukai untuk Pengusaha Pabrik 
dan lmportir Hasil Tembalmu, maka perlu 
menyempumakan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 24 
Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Penggunaan Dana 
Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Bojonegoro 
dengan menetapkan kembali Peraturan dimaksud dalam 
Peraturan Bupati; 

I. Undang-UndangNomor 12Tahun 1950 tentang Pembentulam 

Daerah-daerah Kabupaten/Kota ~ Provinsi Jawa 
Thnur (diumumkan pada tanggal 8 Agustus 1950) ; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Lentang Cukai 
(Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3613) s,-bagaim,.na telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 (Lembaran 

Negara Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 4755) ; 

3. Undang-Undang Nornor 17 Tahun 2003 tenlang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286) ; 
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4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerab (Lembaran Negara Tahun 2004 
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) 
sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang
Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 
2008 Nomor 59, Tambaban Lcmbaran Negara Nomor 4844); 

S. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 
(Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambaban 
Lembaran Negara Nomor 5063) ; 

6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah 

Sakit (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 153, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5072) ; 

7. Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-perundang {Lembaran 
Negara Tahun 20ll Nomor 82, Tambaham Lembaran 
Negara Nomor 5234) 

8 . Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang 
Kemitraan (Lemabaran Negara Tahun 1997 Nomor 91 
Tambahan Lembaran Negara Norn.or 3718). 

9. Peraturan PemerinUlh Nomoo- 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan KeuaDfJlll Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 
Nomor 140, Tambahan Lembaran Neg.ua_Nomor4578}; 

JO. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembamn Negara Tahun 2007 Nomor 82, 
Tambabao Lembarao Negara Nomor 4737) ; 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tabun 2006 
tentang Pedoman Pcngclolaan Keuangan Dacrah 
sebagaimana tel.ah diubah tcrakhir kali dcngan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor21 Tahun 2011; 

12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07 /2008 
tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil 
Tembakau dan Sanksi Atas Penyalahgunaan Alokasi Dana 
Bagi Hasil Cuka.i Hasil Tembakau, sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
20/PMK..07 /20Cl'J; 

13. Peraturan Menteri keuangan Nomor 200/PMK,04/2008 
tentang Tata Cara Pemberian, Pembekuan dan Pencabutan 
Nomor Pokok Pengusaha Harang Kena Cukai Untuk 
Pengusaha Pabrik dan lmportir Hasil Tembakau. 

14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa 11mur Nomor 2 Tahun 
2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa 
Timur (Lembaran Oaerah Tahun 2007 Nomor 1, Sen E) ; 
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LS. Pera.nuan Oaerah Provinsi Jawa Tunur Nomor 4 Tabun 
2009 tentang Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit 
Daerah Provinsi Jawa Timur (Lem.baran Oaerah Tahun 
2009 Nomor 3, Seri E) ; 

16. Peraturan Gubemur Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2007 
tentang Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan 
Meneogah (Lembaran Oaerah tahuo 2007 Nomor 3 Seri E) ; 

J7. Peraturan Gubemur Jawa Timur Nomor 6 Tabun 2012 
teniang Pedoman Umum Peoggunaan Dana Bagi Hasil 
Cukai Hasil Tembakau di Jawa Timur; 

JIEIIUTUSKil : 

PERATURA!f BUPATI TEifTAKG PEDOKAN UlllUM 
PEll'GGUNAAJI DARA BAGI BASIL CUKAJ BASU. 
TEJIBAKAU DI KABUPATE!f BOJOIIEGORO. 

BAB I 
KBTEIIITUAJI UIIUII 

Pasal l 

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : 
I. Pemeriotab Provinsi adalah Pemeriotab Provinsi Jawa 

Timur. 
2. Gubemur adalab Gubemur Jawa Timur. 

3. Pemeriotab Oaerab adalab Pemeriotab Kabupaten 
Bojonegoro 

4. Bupati adalab Bupeti Bojonegoro. 
5. Angg;;,ran Pendapatao dan Belanja Daerah yang 

selanjutnya disingkat APBD adalab Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Oaerah Kabupaten Bojoocgoro 

6. Kabupateo adalab Kabupateo Bojonegoro 
7. Penyakil akibat dampak basil tembakau dan/atau asap 

rokok adalah scmua peoyakit yang secara Langsung 
disebabkan dan/atau meningjcat resikonya olcb paparan 
basil tembakau dan/atau asap rokok secara aktif 
maupun pasif. 
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BAB D 
PBlfGGUJIA&Jr DUA 

BAGI HAS!L CUKAI IIASlL TBKBAKAU 

Pasal 2 

( l) Dana bagi basil cukai basil tembakau dialokasikan 
dala.m Undang-Undang meogeoai Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Negara <Ian perubahannya 

(2) Alokasi dana bagi basil cukai hasil tembakau 
sPbagairoana dirnaks•1d pada ayat (l) kepada daerah 

Provinsi/Kabuparen/Kom diletapkan dalam Peraluran 
Mentcri Keuangan. 

Pasal 3 

(1) Dana bagi basil cukai basil tembakau sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 2, digunakan untuk mendanai 
kegiatan: 

a. peningkat'ln kualitas bahan baku; 
b. pembinaan industri; 
c. pembinaan lingkungan sosial; 
d. sosialisasi ketentuan di bidang cukai; dan/ alau 
e. pcmberantasan barang kena cukai ilegaJ. 

(2) Bupati bertanggung jav.-ab untuk menggerakkan, 
mendorong dan melaksanakan kegiatan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan prioritas dan 
karakteristik Kabupaten. 

Pasal 4 

Peningkatan kualitas bahan bak'U sebagaimana dirnaksnd 
dalam PasaJ 3 ayal (l) huruf a digunakan unluk peningkalan 
kualitas bahan baku industri hasil tembakau yang meliputi : 
a. Slandarisasi kualilas bahan baku; 
b. Mendorong pembudidayaan be.ban baku dengan kadar 

nikolin rendah; 

c. Pengembangan sarana laboraLOrium uji dan 
Pengembangan melode pengujian; 

d. Pcnanganan pancn dan pasca panen bahan baku; 
dan/atau 

e. Penguatan kelembagaan kelompok tani dan pedagang 
bahan baku untulc industri dan basil tembakau. 

PasaJ 5 

(1) Standarisasi kualitas ba.ban baku sebagairnana dimaksrni 
dalam Pasal 4 huruf a, meliputi : 



a. Peningkatan basil budidaya komoditas tembakau 
sesuai Standar Nasional Indonesia ($NJ); dan 

b. Meningkatkan basil produksi tembakau sesuai 
pennintaan pasar /konsumcn. 

(2) Pembudidayaan bahan balru dengan kadar nikotin 
rendah ""bagaiman'.l dimaksud daJam PasaJ 4 huruf b, 
meliputi: 
a. Pembinaan, penyediaan dan pengawasan benih 

unggul bermutu; 

b. Percontoban intensi6kasi rembakau; 
c. Revitalisasi tembakau ckspor; 
d. Pengendalian bama dan penyakit tembakau secara 

terpadu dan ramah lingkungan; 
e. Bimbingan teknologi budi daya tembakau; 
f. Pembinaan usaha tani 1embaJa111; dan 
g. Pengembangan divcrsilikasi usaha tani tembakau 

dengan tanaman kopi dan al.au cengkeh. 
(3) Pcngembangan sarana laboratorium uji dan 

Pengembangan metode pengujian sebagaimana 
dimaksud dalain Pasal 4 huruf c, meliputi : 
a. Pembangunan sarana laboratorium uji komodilas 

tembakau; dan 
b. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia uji 

laboratorium. 

(4) Penanganan panen dan pasca panen bahan ba.lru 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 buruf d, meliputi: 
a. Pengembangan teknologi panen dan pasea panen; 

clan 

b. Pengembangan sarana dan prasarana usaha 
komoditi tcmba.kau. 

(5) Penguatan kelembagaan kelompok tani dan pedagang 
baban balru unluk industri dan basil tembakau 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, meliputi: 
a. Pembinaan dan penguatan kelem.bagaan kelompok 

tani/gabungan kelompok tanifkoperasi/asosiasi 
petani tembakau; 

b. Fasilitasi kemitraan usaha tani tembakau; 
c. Perencanaan areal pengcmbangan sarana dan 

prasara.na usaha komoditi temba.kau; dan 
d. Perkuatan permodalan melalui skema pembiayaan, 

bibah, bantuan sosial, modal kcrja. 
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Pasal 6 

Pembinaan induSlri sebaga.imana dimaksud dalam Pasal 3 
ayat (1) huruf b digunakan unruk pembinaan industri hasil 
tembakau, meliputi : 

a. Pendataan mesin/ peralatan me.iin produksi hasil 
tembakau; 

b. Pcnerapan ketentuan terkait Hak Atas Kckayaan 
lntelektual {HAKI); 

c. Pembentukan kawasan industri hasil tembakau; 
d . Pemetaan industri hasil lembakau; 
c . Kemitraan antara Usaha Kccil Menengah (UKMJ basil 

tembakau dan koperasi dengan industri besar basil 
tembakau; 

f. Penguata.n kelembagaao asosiasi industri basil 
tembakau dan/atau rokok; 

g. Pengembangan industri basil tembakau dengan kadar 

tar dan nilrotin rendab dengan penempan Good 
Manufacture Practices (GMP); 

Pasal 7 

(1) Pendataan mesin/pemlatan mesin produksi basil 
tembakau (reistmsi mesin/peralatan mesin) dan 
memberikan tanda khusus dimaksud dalam PasaJ 6 
huruf a, meliputi : 

a. Peodataan, verifikasi, kodifikasi dan sertifilcasi mesin 
pelinting sigarct (rokok); dan 

b. Peningkatan pengawasan penggu.naan mesin 
pelinting sigaret (rokokj dalam rangka monitoring 
dan evaluasi. 

(2) Penerapan Ketentuan ierkait bak alas kekayaan 
intelektual {HAKl) s,,bagaim,ma dimaksud dalam PasaJ 6 
huruf b, meliputi : 

a. Fasilitasi perlindungan atas label dan merck dagang; 
b. Fasilitasi pcrlindungan IIAIQ lerhadap merk rokok 

pada industri basil tembaka•,; dan 

c. Fasititasi perlindungan hak paten atas komoditas 
tembakau. 

{3) Pembentukan kawasan industri hasil tembakau 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, meliputi: 
a. Kajian pembentukan kawasan industri hasil 

tembakau; 

b. Pengadaan lahao kawasan industri hasil tembakau;. 
c. Pembangunan kawasan industri basil tembakau dan 
d. Peoyediaan sarana pmsamna pendukung 

pembentukan kawa.san industri basil tembakau; 
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(4) Pemetaan lnduslri basil tembakau sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 6 huruf ct. meliputi : 
a. Pendataan industri hasil tembakau (rokok); dan 
b. Pembangunan sistem dan database industri basil 

tcmbakau. 
(5) Kemitraan Usaha Kccil dan Mcncng;,b (UKMJ clan usaha 

besar dalam pengaaean baban baku sebagaimana 
dimaksud daJam Pasal 6 huruf e, meliputi : 
a. Pengustsn kelembagaan kelompok tani dalam wadah 

lroperasi; 

b. Seatra bertahap bagi koperasi yang memenuhi 
syarat diikutscrtakao kemitraan dcng,ui usaha besar 
dalaJn pengadaan bahan balru; 

Pesa! 8 

Pembinaan liogkungan sosial sebagairoana dimaksud dalam 
Pasal 3 ayac (I) huruf c diguna.kan untuk roeminimalkan 
dampa.k negatif kegiatan industri basil tembakau dari hulu 
hingga bilir, meliputi : 

a. Pembinaan kcmam.puan dan keterampilan kerja 
masyarakat di lingkungan induslri hasil terobaka•1 dan/ 
atau daerah penghesil bahao baku industri basil 
tembakau; 

b. Penerapan manajemen limbah lndustri basil temba.kau 
yang mengacu kepada Analisis Dampa.k L.ingkungan 
(AMDAL); 

c. Penetapan kawesan tanpa asap rokok dan pengadean 
tempat khusus untuk merokok di tcmpat umum; dan 

d. Peningkatan derajat kesebatan masyarakat deogan 
penyediaan fasilita.s perawatan kesehatan bagi penderita 
akibat dampa.k asap rokok. 

e. Penguatan sarana dan prasaran kelembagaao pelatihan 
bagi tenaga kerja industri basil temabaku dan/ a tau 

f. Penguatan ekonomi masya.rakat di lingkungan industri 
hasil tembakau dalam rangka pengcntasan kemiskinan, 
mengurangi pengangguran dan mendoroog 
pertumbuhan ekonomi daerah dilaksanekao antara lain 
meJalJu.i permohonan dan sarena produksi. 

PasaJ 9 

Pembinaan kemampuan dan ketrampilao kerja masyarakat 
di lingkungan industri hasil tembakau dan/atau daerah 
pengbasil bahan baku industri basil tembakau sebagaimana 
dimaksud dalam Pesa! 8 hurnf a, meliputi : 
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a. Pembinaan masyarakat, tenaga kerja dan/atau 
kcluarganya melalui prioritas program yang diarahkan 
untuk mengurangi peogangguran, kemiskinan, serta 
mendorong pertumbuhan ekonomi dan pengembangan 
potensi daerah, melalui : 
1) Pemetaan, Pembina.an kemampuan, keterampilan 

kerja dan pen.ingkatan pcndapatan masyarakat di 
1inglrungan industri basil tembakau dan atau daerah 
penghasil baban baku industri basil tembakau. 

2) PeniogkatR.D kualitas dan produktivitas teoaga kerja 
di industri basil tembakau dan/alau daerab penghasil 
bahao baku industri basil tcmbakau dala.m rangka 
alih profesi tenaga kerja, meliputi: 

Tenaga kerja ter-PHK; 
- Tenaga kerja yang terkena efisicnsi peogurangan 

jam kerja dao/atau dinuoab.kan; 
- Tenaga Kerja kontrak, borongan dan/atau 

musiman; dan 
- Tenaga kerja yang tempat usahanya mengalami 

pailit dan/ a tau guluog tikar. 
3) Penciptaao dan perluasan kesempatan kerja bagi 

masyarakat, tenaga kerja dan/atau keluarganya di 
industri basil tembakau, lingkungan sekitar in.dustri 
basil tembakau, dan/atau dacrab penghasil bahan 
baku industri basil tembakau, mclalui : 
- Bantuan penguatan permodalan; dan 
• Bantuan sarana dan prasarana. 

4) Fasilitasi penempatan kerja di sektor formal bago 
masyarakat tenaga kerja dan/atau keluarganya di 
industri hasil tembakau,lingkungan sckitar industri 
basil tembakau, dan/atau daerab penghasil bahan 
baku industri basil tembakau. 

5) Peningkatan kualitas, kompentensi dan Manajerial 
SOM pelaku usaha dan masyarakat dilingkungan 
industri hasil tembakau. 

6) Pemberdayaan, peningkatao kemampuan. ketrampilan 
kerja, pendampingan dan/atau daerab penghasil 
bahan baku iodustri basil tcmbakau untuk 
Penanganan penyandang masalah Kesejahteraan 
Sosial (PMKS) 

b. Penerapan Sistim Manajemen Llmbah lndustri Hasil 
Tembakau yang mengacu kepada Analisis Dampak 
Lingkungan (AMDAL) sebagai.mana dimaksud dalam 
Pasa1 8 huruf b, meliputi : 
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I. Sosialisasi kebijakan pengelolaan lingkungan hidup 
bagi kcgiatan pcrkebunan tmlbekau, industri basil 
tembakau dan industri pendukungnya; 

2. Pffltbinaan Si.stem Maoajemen Lingkungan (SM4 
kegiatan perkebunan tembakau dan induslri basil 
temba.kau dan pendukungnya serta pelayanan 
kesehatan paru; 

3. l'engawasan clan pemanrauan kinerja pengelolaan 

lingkungan pada lregialan Perlcebunan Tembakau dan 
irulustri basil tembakau dan pendukungpya yang 
mengacu pada pelaksanaan dokumen lingkungan 
(AMDAL, UKL/lJPLI; 

4. Peng;adaan prasarana pemaniauan l.inglrungan daJam 
rangka ~wasan kinerja pengelolaan l.inglrungan 
bagi lregia!ao perkebunan ternbakau, indusu-i basil 
tembakau dan pendukungnya; 

5. Fasilitasi pengelolaan lingk:ungan bagi perkebunan 
tembakau, industri hasiJ tembakau dan pendukungnya; 

6. Penyusunan data base, pemetaan profil dan 
inventarisasi serta identilikasi potensi pencem.u
lingkungan, penyusunan baku mutu air limbab industri 
rokok, penyusunan dolrumen linglrungan, kajian dan 
pedoman pengeodalian pencemaran pada perlcebunan 
tembakau, industri basil tembakau dan pcndukungpya 

c. Penetapan kawasan tanpa asap rokok dan pengadaan 
tempat khusus unruJc merokok di tempat umum 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, meliputi : 

I. Penetapan kawasan taupa rokok; dan 
2. Penyediaan smooking area dan perlengkape.nnya. 

d. Peningkatan derajat kcscbatan masyarakal dengan 
penyediaan fasilitas perawatan keseh.atan bagi pendcrita 
alooat dampa.k asap rokok ~bagauwma dimaksud dalam 
Pasal 8 huruf d, dilaksanakan dengan penyed.iaan 
pelayanan kesebatan unruJc penyakit akibat dampak basil 
tembakau dan atau asap rokok, yang meUputi upaya 
promotif, preventif, kuratif dan rehabilitative, meliputi 
upaya sebagai berikut : 

1) .Prevcntif 

a. Pembinaan, pemantauan, koordinasi dan evaluasi 
upaya terkait pcnyakit akibat dampa.k basil 
tembakau dan atau asap mkok; 

b. Pemeliharaan kcsebatan melaltti screening dan 
pendampingan (home caret; 

c. Kajian ilmiah/penelitian tcrkait dampa.k basil 
tembakau dan atau asap rokok lerhadap 
kesehatan. 
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2) Kuratif 

a. Penyediaan, pengembangan serta pcmelibaraan 
sarana dan prasarana lisik pelayanan kesehatan 
dasar dan rujukan; 

b. Pengadaan obat-obatan termasulc obat bahan alam 
asli Indonesia, bahan pakai babis dan bahan kimia 

tennasuJc reagen bagi fasilitas pem beri pelayanan 
kesehatan dasar dan rujukan; 

c. Pembiayaan perizinan, senifikas, dan kalbrasi alat
alat k.edokteran clan kesebatan: 

d. Penyediaan, pe~bangan sena pemel.iharaan 
sarana clan prasarana pcnunjang pclayanan 
kesehat.an. 

3) Rehabilitatif 
a. Pcnyediaan pelayanan kesehatan secara berkala 

dan berkclanjutan bagi penderita; 
b. Memrasilitasi eks penderita untuk meningkatl<an 

derajat kesehatannya. 
e . Pengualan sarana clan pra.sarana kelembagaan pelalihan 

bagi tenaga kerja industri basil tcmbakau sebagaimana 
dimaks•Jd dalam pasal 8 buruC e, meliputi ; 
I) Pengutan sai-ana dan prasarana lembaha pelatihan 

funa mendukubg penguatan ekonomi produktif 
masyarakat dan/atau alih profesi tenaga kerja di 
induslri basil tembakau, lingkungan sekitar industri 
basil tembakau dan/atau daerah penghasil bahan 
baku industri basil tembakau ; atau 

2/ Pembcntukan dan pembangunan ba1ai penelitian, 
pcndidikan dan pengembng;ul induslri tembakau (0,1 
fan11 sampa.i off farm). 

f. Penguatan ekonomi masyarakat di lingkungan industri 
basil tembakau daJam rangka pengentasan kemiskinan 
mengurangi pengangguran dan mendorong pertumbuhan 
ekonomi daerah dilaksanakan melalui bantuan 
pennodalan dan sarana produksi, dimaksud dalam Passi 
8 buruf f, meliputi: 
I) Pemulihan penyelematan dan pengalihan usaha bagi 

industri basil tembakau dengan pengembangan 
diversifikasi dan atau aJih profesi usaha di sektor 
perdagangan, jasa dan industri basil pertanian, 

perkebunan, perikanan, peternakan dan kebutanan 
di lingkungan industri basil tembakau dan/ atau 
daerah penghasil bahan baku tembakau melalui 
program penumbuhan wirausaha baru di sector 
industri. 
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2) Bimbingan teknis peningkatan kemampuan 
ketarmpilan teknis produk:si clan managemen usaha 

bagi SOM pela.lru usaha dan masyarakat di sektor 
perdagangan jasa dan industri basil pertaruan, 
perkebunan, perikanan, petemakan dan kehutanan 
di lingkungan industri basil tcmbakau clan/atau 
daerah pel'lghasil bahan baku industri gasil 
tembakau. 

3J Bunbmgan dan fasilitas perolehan legalitas usaha 
pcdagang jasa clan irulustri basil pertanian, 
perkebunan, perikanan, petemakan clan/atau 
daerah pcnghasil bahan baku industri hasil 
tembakau; 

4) Bimbingan pendampingan daJam pengembangan 
usaha di sektor industri pada masyarakai di 
lingkungan industri hasil tembakau dan/ atau daerah 
penghasil bahan baku industri hasil tembalcau; 

5) Bimbingan pendampingan dan fasilitasi perolehan 
hak kekayaan intelektual atas produk h.asil 
diversifikasi clan aJih profesi usaha baru di sektor 
industri hasil pertanian, perkebunan, perikanan, 
petemakan dan kehutanan di lingkungan industri 
hasil tembakau clan/atau daerah pengbasil bahao 
baku infustri hasil tembakau; 

61 Pembinaan dan fasiltasi da1am raogka penguataD 
pedagang. jasa dan indusu-i basil penaniao. 
perkebunan, perikanan, petemakan dan kehutanan 
di lingkungan industri basil t£mbakau dan/atau 
daerah penghasil bahan baku industri basil 
tembakau melaltti banluan pecmodalan dan sarana 
usaha produksi; 

7) Penataan clan penguatan kclembagaan kelompok 
usaha ekonomi sejenis di sektor perdagangan jasa 
fan industri basil pertanian, perkebunan, perikanan, 
pelemakan dan kehutanan di lingkungan industri 
basil temba.kau dan/atau daerah pengbas,l bahan 
baku industri hasil tembakau; 

8) Fasiltasi peningkatan dan peogembangan pasar 
dalam negcri/luar negeri terhadap produk industri 
basil tembakau, bahan baku untuk industri hasil 
tembakau dan hasil produk diversikan dan aJih 
profesi usaha barn bagj masyarakal industri basil 
tembakau dan/atau daerah penghasil bahan baku 
industri basil tembakau dengan mengikutsertakan 
pada pameran. promosi., pasar lelang, temu b1sois, 
misi dagang; 
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9) Fasilitasi kemitrnan antara Usaha Kecil menengah 
(UKM) <Ian Koperasi dengan usaha besar dalam 
pengembangan usaha h.asil produk diversifikasi 
usaha dan aJih profesi usaha ban, bagi masyarakat 
industri hasil tembakau dan/atau daerah penghasil 
bahan baku industri hasl tembakau; clan 

10) Penerapao Social Responsibility Tabaoco Programme 
(SRTP) clan Social Responsibility Programme (SRP) 

meliputi penyusunan, sosialisasi clan pelatiban SRTP 
clan SRP. 

Pasal 10 

I) Sosialisasi ketentuan di bidang cukai sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d merupakan 
kegiatan menyampaikan ketentuan di bidang cukai 
kepada masyarakat yang bertujuan agar masyarakat 
mengerahui. memahami, dan mematuhi ketentuan di 
bidang cukai; 

2) Sosialisasi ketentuan di bidang cukai sebagaimana 
dimaksud pada ayat ()) dilaksanakan tlaJam periode 
tertentu dan/ a tau secara insidentil; 

3) Sosialisasi seba.gaimar," dimaksud pada ayat (1 ), 
meliputi: 
a . Penyuluhan; 
b. Seminar; 

c. Forum Dislrusi atau Dialog lnteraktif; 
d- Penyebaran pamOet., brosur, lca1Jet., spanduk. 

stiker, bilboard dan lain-lain; 
e. [klan layanan masyarakaL 

4) Bupati bertanggung jawab untuk menggerakkan, 
mendorong dan melaksaoakao kegjatan sosialisasi 
ketentuan di bidang cukai sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3)-

Pasal 11 

1) Pemberantasan barang kena cukai ilegal sebagaimana 

dimaksud dalarn Pasal 4 ayat (JJ huruf e, dilakukan 

melalui pengumpulan informasi peredaran basil 

ternbakau yang dilekati pita cukai palsu, yang tidak 

dilekati pita cukai/ polos, yang tidak sesuai dengan 

peruntukannya pada tempat penjual eceran. 

2) Penyampaian lnformasi sebagaimana dimaksud ayat 
(1) dilaksanakan sebagai berikut · 
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a. Dalam hal pelaksana kegiatan adalah gubemur 

infonnasi disampaikan kepada Kepala kantor 

wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan utama 

direktorat Jendral Bea dan Cukai setempat atau. 
b. Dalam ha! pelaksana kegiatan adalah Bupati, 

infonnasi disamat'lcan kcpada Kepala Kantor 

Peogawasan dan PelE\)'allan Bea dan Cukai 
sctempat. 

BAB W 
RAl'fCAJIGAlf XEGIATAll 

PasaJ 12 

(I) SKPD Peogelola Dana Bagi Ha.sil Cukai Hasil Tembakau 

Kabupatcn Bojonegoro membuat dan menyampaikao 

rancangan program kegjatan dan penganggaran dana 
bagt basil culc,u basil tembaka•1 sebagaimana dimaksud 

daJam Pasal 3 kepada Bupati melalui Sekretariat Dana 

Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau cq. Bagian 

Perekonomian Sekretariat: Daerah Kabupaten 
Bojonegoro sebelum tahun anggaran berjalan. 

(2) Bupati Bojonegoro/Tim Koordinator DBHCHT 

Kabupaten Bojonegoro membuat dan menyampa.ikan 

rancangan program kegjatan dan penganggaran 

sebagaimana dimaksud dalam PasaJ 4 dan lconsolidasi 
rancangan program kegiatan dari SKPO Pengelola Dana 

Cukaj Kabupaten Bojonegoro sebagaimana dimaksud 
pada ayat (I) kepada Gubemur melalui SekretariaL 

Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kabupaten 

Bojonegoro dan disampaikan kepada Sekretariat Dana 

Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Provinsi Jawa Timur 

cq. Biro Administrasi Pcrclronomian Sckretariat Daerah 
Provinsi Jawa Timur diteruskan kepada Menteri 

Keuangan c.q Direktur Jenderal Pcrimbangan Keuangan 

dan Menteri Dalam Negeri c.q Direlctur Jenderal Bina 

Administrasi Keuangan Daerab pada awal tahun. 
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BAB IV 
PBLAPORAJr 

PasaJ 13 

{I) SKPD Pengelola Dana Bagi Rasil Cukai Hasil Tembakau 

Kabupaten Bojonegoro membuat Japoran alokasi 

penggunaan dana atas pelalcsanaan kcgiatan kepada 
Bupati dengan tembusan BAPPEDA Kabupatcn 

Bojonegoro, Dinas Pendapatan Kabupaten Bojonegoro, 

Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah kabupaten 

Bojonegoro dan diteruskan kepada Gubcmur melalui 

Sekretariat Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tcmbakau cq. 
Biro Administrasi Perekonomfan Sekretariat Oaerah 

Provinsi Jawa Timur setiap 6 (enam) bulan sekali . 

(2) Bupati Bojoncgoro mclalui Bagian Perekonomian 

Sekretariat Daerah Kabupatcn Bojonegoro membuat 

laporan alokasi pcnggunaan dana atas pelaksanaan 
kegiatan kepada Gubemur melalui Sckrctariat Dana 

Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kabupaten dan 

disampaikan kepada SekTetariat Dana Bagi Basil Cukai 

Basil Tembakau Provinsi Jawa Timur cq. Biro 
Administrasi Perekononrian Selaetariat Daerah Provinsi 
Jawa Timur setiap 6 (enam) bulan sekali. 

Pasal 14 

(I ) SKPD Pengelala Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau 

Kabupaten Bojonegoro dalam menyampaikan laporan 

kegiatan sebagairnana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) 

dengan ketentuan sebagai berikut : 

a. Untuk semester pertama paling lambat tanggal 5 

Juli; dan 

b. Untuk semester kedua paling lambe.t tanggal 5 
Dcscmber. 

(2) Tim Koordinator DBHCtrr kabupaten Bojonegoro dalatn 

menyampaikan laporan kegiatan sehagaimana 
dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) dengan ketentuan 
scbagai berikut : 

a. Untuk semester pertama paling lambat tanggal 10 
Juli; dan 

b. Untuk semester kedua paling larnbat tanggal 10 
Desember. 
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(3) Laporan Pclaksanaan Kegiatan disusun dengan 
menggunakan format sebagaimana tercantum dalam 
Lampi.ran yang merupakan bagian tidak tepisahkan dari 
Peraturan ini. 

BAB V 
llOIQTORJWG DAIi IWALUASJ 

Pasal 15 

(1) Guna mengetahui perlrembangan J"'laksaoaan 
penggunaan dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau 
perlu dilalrukan monitoring dan evaluasi. 

(21 Monitoring dan Eva!uasi (Monevt diJaksanakan untuk : 
a . Mengetahui kemajuan dan perkembangan capaian 

program; 

b. Menilai kesesuaian peJaksanaan program deogan 
kebijakan; 

c. Tujuan dan mekanisme yang telah ditetapkan; dan 
d. Mendolrumentasi berbagai kegiatan sebagai bahan 

untuk menyusun tindakan perbaikan program. 
(3) Tim Koordinator DBHCHT Kabupaten Bojonegoro atau 

BAPPEDA Kabupaten Bojonegoro, Dinas Pendapatan 
Kabupaten Bojonegoro dan Bagian Perekonomian 
Sckretariat Daerah Kabupaten Bojonegoro selaku 
Sekretariat Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau 
melakukan monitoring dan evaluasi Penggunaan Dana 
Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di SKPD Pengelola 
Dana Cukai Kabupaten Bojonegoro. 

Pasal 16 

(l) Bagi SKPD Pcngclola Dana Cukai yang terbukti tidak 
mentaati atau clinilai telah melanggar ketentuan atas 
penggunaan alokasi dana bagi hasil cukai basil 
tembakau, dikenakan sanksi berupa pengurangan 
sampai dengan pencabutan alokasi dana untu.k tahun 
anggaran benlrutnya. 

(2) Apabila tcrjadi peJanggaran hukum oleh pengeJola 
program atau pihak lainnya, akan diselesaikan sesuai 
prosedur dan keteotuan hukum yang berlaku. 
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BAB VJ 
KE'l'ENTtJAll PBJIU1'UP 

Pasal 17 

P-ada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan 
Bupati Nomor 24 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum 
Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembalcau di 
Kabupaten Bojonegoro, dkabut dan dinyatakan tidak 
berialru. 

Pasal 18 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya. memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalaln Serita Daerah Kabupaten Bojonegoro. 

Ditetapkan di Bojonegoro 
pada langgal 10 Januari 2012 

BUPA11 BOJONEGORO, 

ltd. 

R. SUYOTO 

Diundangkan di Bojooegoro 
pada tanggal Io Januan 2012 

8BKRBTAR.IS D"'84B lltABuPATZII BOJOIOGORO 

ttd. 

80BBADI MOEWOIIO 
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